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TANGGUNG AKIBATNYA JIKA BERANI 

MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan dokumen palsu merupakan kejahatan yang banyak 

terjadi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, keuangan, administrasi 

pemerintahan, dan sektor hukum. Dokumen palsu dapat berupa ijazah, 

kartu identitas, akta, surat keterangan, hingga tanda tangan yang 

dipalsukan. Perbuatan ini menimbulkan dampak serius baik terhadap 

individu maupun institusi, serta merusak kepercayaan publik terhadap 

sistem hukum dan administrasi.  

Dalam kerangka hukum di Indonesia, penggunaan dokumen palsu 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta 

beberapa regulasi lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan 

peraturan sektoral lainnya.  

A. Pengertian Dokumen Palsu 

Dokumen palsu adalah dokumen yang isinya tidak sesuai dengan 

kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya dan dibuat dengan tujuan 

untuk menipu atau menyesatkan pihak lain. Pemalsuan bisa melibatkan 

pembuatan dokumen dari nol atau mengubah sebagian isi dari 

dokumen yang sah. 
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Menurut Pasal 263 KUHP: 

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 

yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan 

hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 

surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun." 

 

B. Jenis Dokumen yang Sering Dipalsukan 

a. Ijazah dan Sertifikat Pendidikan 

 Digunakan untuk melamar pekerjaan atau naik pangkat. 

 Banyak ditemukan pada rekrutmen CPNS dan BUMN. 

b. KTP, SIM, dan Paspor 

 Untuk penyamaran, kejahatan identitas, atau perjalanan ilegal. 

c. Surat Keterangan atau Surat Referensi 

 Termasuk surat keterangan kerja, surat keterangan tidak mampu, 

dan lainnya. 

d. Akta Notaris dan Akta Tanah 

 Sering digunakan dalam kasus sengketa tanah dan warisan. 

e. Dokumen Perbankan 

 Seperti slip gaji, rekening koran, atau jaminan palsu untuk 

pinjaman. 

 

C. Unsur Pidana dalam Penggunaan Dokumen Palsu 

Merujuk pada Pasal 263 dan 264 KUHP, unsur-unsur tindak pidana 

penggunaan dokumen palsu antara lain: 

a. Adanya dokumen atau surat yang dipalsukan. 

b. Perbuatan dilakukan secara sengaja. 

c. Adanya maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain 

menggunakan dokumen tersebut. 

d. Tujuannya adalah untuk menimbulkan akibat hukum, misalnya 

mendapatkan hak atau keuntungan. 

Selain Pasal 263 KUHP, Pasal 264 dan 266 KUHP memperberat 

sanksi jika dokumen palsu tersebut digunakan dalam akta otentik atau 

disampaikan di muka pejabat umum. 
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D. Sanksi Hukum atas Penggunaan Dokumen Palsu 

1. Sanksi Pidana dalam KUHP 

a. Pasal 263 KUHP ayat (1): Pemalsuan surat biasa – pidana penjara 

paling lama 6 tahun. 

b. Pasal 264 KUHP: Jika dokumen palsu digunakan dalam akta 

otentik (misalnya akta notaris) – pidana penjara paling lama 8 

tahun. 

c. Pasal 266 KUHP: Memberikan keterangan palsu dalam akta 

otentik – pidana penjara paling lama 7 tahun. 

2. Sanksi dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 

2016) 

Pasal 35 dan 51 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan 

tanpa hak membuat manipulasi informasi elektronik untuk seolah-

olah data tersebut otentik – dipidana penjara paling lama 12 tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar. 

3. Sanksi Administratif 

Dalam beberapa kasus, sanksi administratif juga dapat 

diberikan, misalnya pencabutan ijazah palsu, pembatalan 

pendaftaran CPNS, hingga pemecatan dari jabatan. 

 

E. Dampak Penggunaan Dokumen Palsu 

1. Dampak Hukum 

a. Tersangka bisa dipidana penjara hingga 12 tahun tergantung jenis 

dokumennya. 

b. Rekam jejak hukum dapat menghambat akses pekerjaan dan hak 

sosial. 

2. Dampak Sosial 

a. Merusak integritas individu dan menurunkan kepercayaan 

masyarakat. 

b. Jika dilakukan oleh pejabat publik, dapat mencoreng nama 

institusi. 

3. Dampak Ekonomi 

a. Perusahaan atau lembaga bisa dirugikan secara material. 

b. Penipuan menggunakan dokumen palsu berpotensi menimbulkan 

kerugian besar, terutama dalam perbankan dan investasi. 
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F. Contoh Kasus Penggunaan Dokumen Palsu di Indonesia 

1. Kasus Ijazah Palsu untuk Pencalonan Kepala Daerah 

Kasus: Beberapa calon kepala daerah terindikasi menggunakan 

ijazah palsu saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum 

(KPU). 

Contoh: Pada Pilkada 2020, KPU mencoret beberapa calon karena 

terbukti ijazahnya tidak terdaftar di Dikti (Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi). 

Dampak: Pencoretan dari daftar calon, proses hukum pidana, dan 

hilangnya kepercayaan publik. 

2. Pemalsuan Akta Tanah di Jakarta dan Bali 

Kasus: Mafia tanah membuat sertifikat palsu untuk menguasai 

aset tanah warga atau perusahaan. 

Contoh: Kasus yang melibatkan mantan pejabat BPN dan mafia tanah 

di Cengkareng, Jakarta Barat. Sertifikat palsu digunakan untuk 

mengeklaim tanah milik sah pihak lain. 

Dampak: Konflik agraria, kerugian materi hingga miliaran rupiah, 

dan pidana penjara untuk pelaku. 

3. Penggunaan KTP Palsu untuk Pinjaman Online (Pinjol) 

Kasus: Identitas orang lain digunakan oleh pelaku dengan KTP 

palsu untuk mengajukan pinjaman daring. 

Dampak: Korban yang identitasnya dipalsukan harus menghadapi 

penagih utang, mengalami stres, dan mencemarkan nama baik. 

4. Kasus Tanda Tangan Palsu dalam Pengurusan Harta Warisan 

Kasus: Salah satu anggota keluarga membuat akta waris dan surat 

kuasa palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan untuk mengklaim 

harta warisan. 

Dampak: Gugatan perdata, pelaporan pidana ke polisi, dan potensi 

hukuman pidana. 

 

G. Contoh Kasus Penggunaan Dokumen Palsu di Luar Negeri 

1. Kasus Anna Sorokin alias Anna Delvey (Amerika Serikat) 

Kasus: Seorang wanita Rusia mengaku sebagai pewaris kaya 

dari Jerman dan menggunakan dokumen bank palsu untuk menipu 

hotel, bank, dan sosialita New York. 
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Modus: Menunjukkan rekening palsu, surat konfirmasi bank palsu, 

serta identitas fiktif. 

Dampak: Merugikan lebih dari USD 275.000, ditangkap dan 

dihukum penjara oleh pengadilan New York. 

2. Kasus Universitas Palsu di India 

Kasus: Beberapa “universitas” ilegal di India mengeluarkan 

ijazah palsu tanpa izin resmi dari pemerintah. 

Contoh: Pada tahun 2020, University Grants Commission (UGC) 

India mengumumkan 24 universitas yang beroperasi tanpa izin. 

Dampak: Ribuan lulusan tidak diakui secara hukum dan tidak bisa 

melamar kerja atau lanjut studi. 

3. Pemalsuan Dokumen Imigrasi oleh Sindikat di Inggris 

Kasus: Sindikat pemalsuan dokumen menjual paspor, visa, dan 

izin tinggal palsu kepada imigran gelap. 

Contoh: Pengungkapan oleh UK Home Office pada 2019 yang 

menemukan lebih dari 700 dokumen palsu dari berbagai negara. 

Dampak: Deportasi, pidana bagi pelaku sindikat, dan pengetatan 

sistem imigrasi. 

4. Kasus Dokter Palsu di Australia 

Kasus: Seorang pria berhasil bekerja sebagai “dokter” selama 

lebih dari 10 tahun di rumah sakit di Queensland dengan ijazah 

kedokteran palsu. 

Modus: Menggunakan dokumen akademik palsu dari universitas 

luar negeri yang tidak pernah ia hadiri. 

Dampak: Skandal publik, investigasi oleh otoritas medis, dan 

gugatan dari pasien. 

 

H. Pembuktian dalam Kasus Dokumen Palsu 

Dalam proses hukum, pembuktian keaslian atau kepalsuan dokumen 

sangat penting. Alat bukti yang umum digunakan: 

a. Saksi dan ahli forensik dokumen 

b. Pemeriksaan laboratorium kriminalistik (Labfor) 

c. Keterangan notaris, pejabat pembuat dokumen, atau lembaga 

penerbit 

d. Pencocokan dengan arsip asli 
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I. Tantangan dalam Penegakan Hukum 

a. Sulitnya Membuktikan Niat Jahat 

Seringkali pelaku mengklaim tidak tahu bahwa dokumen itu palsu. 

b. Keterbatasan Teknologi Verifikasi 

Di beberapa daerah, belum ada sistem validasi digital untuk 

dokumen penting. 

c. Keterlibatan Oknum Internal 

Tidak jarang pemalsuan dilakukan dengan bantuan oknum dari 

lembaga resmi. 

 

J. Pencegahan Penggunaan Dokumen Palsu 

a. Digitalisasi dan Sertifikasi Elektronik 

Mendorong penggunaan tanda tangan digital dan dokumen berbasis 

QR Code. 

b. Edukasi Masyarakat 

Kampanye anti-ijazah palsu, pentingnya menggunakan data asli. 

c. Peningkatan Sistem Validasi 

Seperti sistem verifikasi ijazah Dikti, cek keaslian KTP secara daring, 

dan lain-lain. 

d. Penegakan Hukum yang Tegas 

Memberikan efek jera agar masyarakat tidak tergoda melakukan 

pemalsuan. 

 

K. Pandangan Ahli dan Lembaga 

a. Mahfud MD (Pakar Hukum dan Mantan Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) 

Pemalsuan dokumen termasuk dalam kategori kejahatan serius 

karena dapat merusak sistem demokrasi dan integritas birokrasi. 

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  

Menyoroti pemalsuan dokumen sebagai bagian dari modus operandi 

dalam tindak pidana korupsi, seperti dalam pengadaan barang dan 

jasa atau proses seleksi jabatan. 
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Penggunaan dokumen palsu adalah tindakan melawan hukum yang 

memiliki konsekuensi serius secara pidana, administratif, sosial, dan 

ekonomi. Regulasi di Indonesia, terutama KUHP dan UU ITE, telah 

menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku pemalsuan. 

Namun, tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum masih harus 

diatasi melalui kerja sama berbagai pihak, digitalisasi dokumen, dan 

edukasi masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan transparan serta 

pembaruan sistem administrasi yang lebih modern akan menjadi kunci 

utama dalam mencegah penyalahgunaan dokumen palsu di masa depan. 
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